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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran faktor ekonomi dalam penentuan nafkah pasca
perceraian menurut perspektif hukum Islam, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama
Probolinggo No. 312/Pdt.G/2023. Dalam konteks perceraian, masih banyak ditemukan kasus di mana
anak tidak menerima hak nafkah secara penuh dari orang tua, meskipun terdapat putusan pengadilan
yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-
analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan mediator, serta analisis dokumen
putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan kondisi
ekonomi pihak ayah dalam menetapkan jumlah nafkah, sebagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam
hukum Islam. Putusan pengadilan juga merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan
yurisprudensi Mahkamah Agung, serta mempertimbangkan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan
anak sebagai dasar hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara prinsip syariah dan
realitas ekonomi dalam mewujudkan keadilan nafkah pasca perceraian di Indonesia.
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PENDAHULUAN

Dalam kasus perceraian, tidak sedikit anak yang mendapatkan hak nafkahnya secara
maksimal, atau bahkan tidak menerima haknya secara keseluruhan. Bahwa pada dasarnya,
akibat hukum putusnya perkawinan tidak otomatis menghapus tanggung jawab kedua orang
tua. Dalam memberikan hak-hak anak, seperti memelihara, mengajar serta menyokong anak.
Mengingat kasus perceraian selalu meningkat dan membawa efek negative, khususnya terkait
masalah pemberian biaya nafkah terhadap anak. Saat perceraian terjadi antara suami dan istri,
tentu akan muncul beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
Terhadap mantan suami, kewajiban yang harus dipenuhi adalah memberikan nafkah madiyah
(nafkah masa lalu) sebagai salah satu kewajiban sesuai hukum akibat berakhirnya perkawinan
melalui perceraian, serta memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri dan
kepada anak yang belum mumayyiz yang berada dalam pengasuhan ibunya (hak hadhanah).
Tidak ada pengaturan yang jelas dan rinci mengenai besar nafkah yang bisa diberikan oleh
mantan suami, namun hakim harus memiliki landasan hukum yang digunakan dalam membuat
putusan yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Pembahasan tentang tanggung jawab
mantan suami setelah perceraian, dijelaskan secara komprehensif dalam studi fikih hukum
keluarga (ahwal syakhsiyyah) dalam literatur fikih Islam.!

Fakta di tengah masyarakat, banyak anak-anak yang jadi korban perceraian tidak
memperoleh hak-haknya sebagai anak dari orang tua yang bercerai. Dalam konteks ini,
pandangan anak terhadap interaksi orang tua yang bercerai, Lebih dari 49% orangtua yang
sudah bercerai tidak berkomunikasi lagi satu sama lain, sedangkan 47% anak mengungkapkan
bahwa komunikasi berjalan baik dan hanya 3,5% anak yang merasakan hubungan komunikasi

1 Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1
(2017): h. 36, https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195.


mailto:afifahcntik3@gmail.com1%20a.yazid.aq@gmail.com1
mailto:vitafirda92@gmail.com3
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

~

QISTINA >

rnal Multidisiplin Jr@ﬁﬁ%

. % _ an

orang tua mereka sangat baik setelah bercerai. Data tersebut menunjukan fakta hampir 50%
orang tua yang bercerai tidaklagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi
mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orangtua secara penuh. Di samping itu meskipun
ada keputusan dari pengadilan agama yang telah menentukan jumlah nafkah anak. yang harus
dibayarkan oleh tergugat (ayah) setiap bulannya. Namun terdapat beberapa keadaan di mana
mayoritas keputusan itu tidak diikuti oleh tergugat. Berdasarkan latar belakang yang telah
disampaikan, penulis termotivasi untuk membahas Hal itu secara khusus dan mendetail.
Dengan keadaan tersebut, penulis mengambil judul penulisan ini dengan. “Faktor Ekonomi
Dalam Penentuan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pa.
Probolinggo No. 312 / Pdt.G / 2023)".

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor ekonomi yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam penentuan
jumlah nafkah dalam putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA. Probolinggo?

2. Bagaimana penerapan hukum Islam mengenai nafkah pasca perceraian dalam konteks sosial
ekonomi masyarakat Probolinggo dalam putusan No. 312/Pdt.G/2023/PA. Prob?

Tujuan Masalah

1. Untuk memberikan pemahaman hukum praktis mengenai batas kemampuan ekonomi
suami dan hak mantan istri pasca cerai dalam perspektif yurisprudensi Pengadilan Agama.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan
nafkah pasca perceraian dalam Putusan Nomor 312 /Pdt.G/2023/PA.Prob.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan pendekatan yang saya gunakan adalah penelitian empiris dengan
analisis kualitatif. Dalam penelitian ini saya mewawancarai mediator hakim di Pengadilan
Agama Probolinggo. Penelitian kualitatif merupakan metode yang efektif untuk menggali
pengalaman manusia serta fenomena sosial. Melalui beragam metode dan teknik analisis,
peneliti dapat meraih pemahaman yang mendalam dan berarti mengenai dunia di sekitar kita.
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberpa tahapan diantaranya,
pengumpulan data, pengurngan data, dan penyajian data. Sumber data primer dan sekunder
berasal dari Al-Qur’an, Hadist, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hukum Perkawinan.
Selain itu, juga merujuk Salinan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor.
312/Pdt.G/2023/PA. Prob. Putusan Pengadilan adalah sumber hukum utama penelitian ini,
buku ilmiah, skripsi dan jurnal yang telah di publish.?

HASIL PENELITIAN DAN PENBAHASAN
Kasus Posisi Putusan No. 312 /Pdt.G/2023/PA.Prob

Tergugat (istri) secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat (suami) ke
Pengadilan Agama (PA) Probolinggo. Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 20 Juli 2023 dan
langsung terdaftar melalui sistem e-Court dengan nomor perkara 312/Pdt.G/2023/PA.Prob.
Setelah gugatan didaftarkan, pihak pengadilan menetapkan jadwal sidang perdana, dan pada
tanggal tersebut kedua belah pihak hadir. Maka sesuai ketentuan, hakim memulai tahapan
mediasi. Mediasi adalah proses non-sidang di mana kedua pihak penggut (suami) dan tergugat

2 Febry Saputra, “Analisis hukum islam terhadap perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan
anaknya”, (2020).
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(istri) diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga mereka tanpa harus
dilanjutkan ke proses cerai. Tujuan utama mediasi adalah mencegah perceraian dan mencari
jalan damai yang adil dan saling menguntungkan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban
hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan
perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh hakim harus merupakan usaha yang
nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama maka kedua belah pihak
harus melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator sebagai juru damai.3 Dalam
proses ini, mediator atau pihak ketiga seorang mediator tersertifikasi. Mediasi dilakukan di
ruang khusus dalam lingkungan PA Probolinggo. Mediator berperan netral, tidak memihak, dan
tidak memberi putusan, hanya membantu menemukan solusi bersama.

Namun, setelah proses berlangsung, mediasi antara tergugat dan penggugat dinyatakan
gagal. penggugat tetap ingin bercerai karena menganggap pernikahan sudah tidak bisa
dipertahankan lagi. Alasan utamanya adalah dugaan suami yang berjudi online, sering mabuk,
bermain perempuan, hingga kekerasan verbal dan psikis. Bahkan penggugat sempat dua kali
mencoba bunuh diri karena tekanan emosional yang dirasakannya dalam rumah tangga.
Karena mediasi gagal, maka proses cerai dilanjutkan ke tahap sidang. Selama persidangan,
masing-masing pihak menyampaikan argumennya. pengugat menuntut beberapa hal,
termasuk nafkah madliyah (nafkah yang tertunggak), nafkah iddah, nafkah mut’ah (penghibur),
dan juga 1/3 gaji dari tergugat sampai penggugat menikah lagi. Tidak ada tuntutan hak asuh
anak ataupun pembagian harta gana-gini dalam gugatan ini, karena pernikahan mereka belum
dikaruniai anak dan belum memiliki harta bersama yang disengketakan. Setiap keputusan yang
diambil tentu saja memiliki resiko yang harus dihadapi. Dalam hal perkawinan ketika pihak
isteri ataupun pihak suami memilih untuk bercerai maka mereka harus siap menghadapi
konsekuensinya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik
mengenai akibat dari cerai gugat Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada
isterinya dapat diuraikan kepada beberapa macam yakni pemberian mut’ah, memberi nafkah
baik itu nafkah pakaian dan tempat kediaman untuk mantan isteri selama dalam masa iddah,
membayar atau memberikan pelunasan pada mas kawin, membayar nafkah untuk anak-
anaknya.* Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, nafkah pasca perceraian
(nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah) harus mempertimbangkan kemampuan mantan
suami. Faktor ekonomi menjadi aspek penting dalam menentukan kewajiban finansial tersebut.
Putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Prob menunjukkan bagaimana Hakim
mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat dalam menjatuhkan putusan tentang nafkah
pasca percerain.

Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Putusan Nomer 312 /Pdt.G/2023/PA.Prob

Setelah melalui persidangan, mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak,
memeriksa alat bukti surat dan tangkapan layar aplikasi pesan, serta mempertimbangkan
jawaban dan pembelaan Tergugat, hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menimbang,
bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan
keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk
selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan
petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap

3 Novi Ardiyanti, [rma Surya Ningsih, Yamisa Fitriani, 2024, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Mediasi, riwijaya Journal of Private
LawvVol. 1, No.1

+Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam “Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 190.
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Penggugat. Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai
penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue
“apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenubhi kualifikasi rumah tangga
yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat
terhadap Penggugat”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo
jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif,
yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan
pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian
tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak bulan bulan April 2023 yang lalu
antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah
tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya
jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun
sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah
pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan
memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua
belah pihak. Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih
sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi
kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak,
keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk
rukun kembali sebagai suami istri. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak
harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga
mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan
perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ay 8350 @SSt oy Ll 1580 Lyl oS g oS ks 01 ) g

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang

terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi

pertimbangan Hakim sebagai berikut:
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Artinya: “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat
perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi
keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan
kaidah hukum bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.
Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999
Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa bilamana perselisihan dan
pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan
di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang
bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis
gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”.
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan
tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu patut dikabulkan. Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu
ba’in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali
dengan akad nikah yang baru.>

Faktor Ekonomi Dalam Penentuan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam

Faktor ekonomi dalam konteks hukum keluarga Islam merujuk pada seluruh aspek yang
berkaitan dengan kemampuan finansial dan kondisi keuangan seseorang atau keluarga. Dalam
penetapan nafkah pasca perceraian, faktor ekonomi meliputi pendapatan tetap maupun tidak
tetap dari suami, beban tanggungan yang dimiliki, biaya hidup minimum, dan stabilitas
pekerjaan. Faktor ini digunakan hakim sebagai parameter untuk menentukan besar kecilnya
kewajiban finansial suami pasca terjadinya perceraian. Hakim secara tegas menjadikan kondisi
ekonomi sebagai faktor utama dalam penetapan besaran nafkah. Beberapa hal yang dijadikan
dasar pertimbangan antara lain: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum
[slam ayat (4) menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah,
kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya
pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap
isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin
sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana
dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim memperoleh fakta
hukum bahwa Tergugat selama hidup berumah tangga dengan Penggugat selalu memenuhi
nafkah lahir Penggugat setiap bulannya, pemenuhan nafkah tersebut dibuktikan dengan
transfer uang Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya dan bukti transfer tersebut diakui

5 Pengadilan Agama Probolinggo Nomor Putusan“312/Pdt.G/2023/PA.Prob”.
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oleh Penggugat Sehingga Tergugat karena telah menjalankan kewajibannya, maka gugurlah
tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak berhak
atas nafkah lampau selama 12 bulan atau selama Penggugat menikah dengan Tergugat.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat
gugatan Penggugat terkait nafkah lampau dinyatakan ditolak. bahwa mengenai tuntuntan
Penggugat tentang nafkah madhiyah, naftkah iddah dan mut’ah, Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) menyatakan “Pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan
sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam persidangan, bahwa Penggugat
selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori nusyuz atau setidak-tidaknya tidak ada
suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada suami,
sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah
3 (tiga) bulan. Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak
istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut’ah menurut cara dan jumlah yang ma’ruf
(patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 241:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut’ah
(pemberian) menurut yang ma’ruf.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana
perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak
kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al
dukhul. Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut’ah
sebagai berikut:

Aaiall 36 ghage da g5l ale s

Artinya: “Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin: 25)”
Laay ol Lol chila e g da gl Ra i) coa

Artinya: “Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj’i harus
diberi mut’ah. (Bughayatul Musytarsyidin: 214)”

Menimbang, bahwa mut’ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang
disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri
yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami
dan mantan isteri, sehingga mut’ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang
bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung
silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan
mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin
melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan
memberikan mut’ah. Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut’ah
merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri
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yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami
bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut’ah menurut
cara dan jumlah yang patut (ma’ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian
mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang
tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut’ah kepada isterinya.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut’ah bukanlah sebuah
penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu
perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya.
Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat
perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT. Menimbang, bahwa mut’ah
yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan ma’ruf
sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa
besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan
pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai
oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip ma’ruf tersebut maka Hakim Pemeriksa
Perkara berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut’ah. Menimbang, bahwa
oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah-nafkah tersebut, maka Hakim yang
akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan
Tergugat sebagai berikut. Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas
penghasilan Tergugat perbulan adalah sejumlah Rp. 2.308.500,-, maka Hakim memandang
perlu untuk menetapkan besaran nafkah iddah dan mut’ah sesuai kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah, maka Hakim Pemeriksa
Perkara akan menggunakan metode proporsional dalam menentukan jumlah nafkah-nafkah
tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangan pada nafkah anak. Berdasarkan
pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang
harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah
Rp.2.308.500 dibagi 2 kepala=Rp. 1.154.250,- x 3 bulan = Rp. 3.462.750,- yang dibulatkan
menjadi Rp.3.500.000,-. Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut’ah, maka Hakim
Pemeriksa Perkara akan menggunakan metode proporsional dalam menentukan jumlah
nafkah-nafkah tersebut dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut. Menimbang,
berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila mut’ah
yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah
Rp.2.308.500 dibagi 2 kepala=Rp. 1.154.250,- x 1 bulan = Rp. 1.154.250,- yang dibulatkan
menjadi Rp.1.500.000,-. bahwa demi untuk kepastian hukum terhadap pemenuhan
pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat, maka Hakim perlu menetapkan
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sejak bulan pertama putusan ini dijatuhkan sampai
dengan bulan saat Tergugat menerima akta cerai wajib dilakukan oleh Tergugat kepada
Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima akta cerai. Mekanisme ini harus dipahami
bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya nafkah dimaksud sebelum ia menerima
akta cerai dan wajib menyerahkannya seketika sebelum Tergugat menerima akta cerai, dan
apabila Tergugat belum melaksanakan kewajiban nafkah iddah, dan mut’ah, maka Panitera
Pengadilan Agama Probolinggo wajib menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat
memenuhi kewajibannya.t

Menurut analisis penulis bahwa yang menjadi penyebab adanya nafkah dalam perkara
cerai gugat pada perkara putusan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Prob adalah karena sudah tidak
ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga yang di akibatkan oleh Tergugat yang sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali minum-minuman

6 Pengadilan agama probolinggo putusan “nomor 312 /Pdt.G/2023/PA.Prob”.
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keras, bermain judi online dan berhubungan badan dengan perempuan lain, hal ini diperkuat
dengan adanya saksi-saksi yang di ajukan penggugat serta telah menerangkan secara jelas dan
saling berkaitan satu sama lain artinya dalam perkara ini istri atau yang disebut dengan
penggugat tidak termasuk kategori nusyuz sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 149 huruf
bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri dijatuhi talak
bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Quraish Shihab dalam tafsir al-mishbah
menafsirkan nusyuz dengan arti keangkuhan dan pembangkangan yang dilakukan oleh seorang
istri.” Nafkah istri adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri, yang meliputi
penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta mencari bantuan dan obat-obatan jika
suami dalam keadaan mampu. Berkaitan dengan hasil putusan diatas maka penulis
menyimpulkan bahwa penggugat atau mantan istri dalam perkara cerai gugat tetap
mendapatkan nafkah maskan, dan kiswah selama masa iddah sesuai dengan kemampuan dan
kesepakatan yang telah disetujui oleh mantan suami atau tergugat.

Pembahasan

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dijelaskan dalam Al-Qur'an dan
Hadis. Hukum mengenai pembayaran nafkah untuk istri, yang meliputi penyediaan pakaian,
makanan, belanja, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, adalah sebuah kewajiban yang tidak
dapat diabaikan. Kewajiban ini muncul bukan semata-mata karena kebutuhan istri dalam
menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi merupakan tanggung jawab yang berlaku secara
otomatis tanpa mempertimbangkan keadaan istri.? Islam telah menegaskan bahwa selama
masa perkawinan, bahkan hingga terjadinya perceraian, suami tetap memiliki kewajiban
terhadap istri, terutama selama istri menjalani masa iddah. Kewajiban ini dipertegas dalam
firman Allah Swt. Surat At- Talaq ayat 6:

SR BAH0 A Rl 06 A cala 5 el RSG5 Sif B8 0 Celle i3t SRS Vg 25088 12 K Bis 0 RS
OICERE fziied Frs by B 15 8

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu
dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika
mereka (isteriisteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu
untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya.

a0 5t ¥ g ¥ o8 LIS Y Synady g8, s Jes e 2 31 s 2a L s 2AYS san Bl e

RE FU% 506 1S5V s O pj\ b Lgdle #1456 SIS Wi 2l e e 1351 6 S5 e wolsh 53 005, 3355 Y5 sy,
S O3last G b & i2llrg d 1,805 Sogadly AT 2le
Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin

menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka
dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

7 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta:

Lentera Hati, 2006), h. 430.

8 Al-Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani. 2004)h.141.

9 Khoirudin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkwinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim,
(Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004)h.181.



~

-q'&'

QISTINA & |

rnal Multidisiplin J@ﬁ%ﬁ
< <% _ an

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat
menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada
dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada
dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada
Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang
berkaitan dengan perkara ini.maka hakim mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam, hukum positif, dan asas keadilan dalam peradilan agama di
Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena adanya perselisihan yang berkepanjangan akibat perilaku buruk Tergugat. Oleh karena
itu, gugatan cerai dikabulkan sebagian, dan Penggugat berhak atas nafkah iddah dan mut’ah,
sedangkan tuntutan lainnya dianggap tidak proporsional atau tidak didukung bukti yang cukup.
Maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara 312/Pdt.G/2023/PA.Prob ketentuan Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk
selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan
petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap
Penggugat. Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan hukum dan
syariah serta didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum. Dan Permintaan nafkah pasca
perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus diputuskan secara proporsional berdasarkan
kemampuan ekonomi Tergugat, prinsip keadilan, serta bukti bahwa Tergugat telah
menjalankan kewajibannya selama perkawinan. Karena Penggugat tidak dalam keadaan
nusyuz dan telah menjalankan perannya sebagai istri, maka ia berhak atas nafkah selama masa
iddah dan pemberian mut'ah sesuai syariat Islam.Dengan pertimbangan tersebut, maka
gugatan cerai dikabulkan dan dijatuhkan talak satu ba’'in sughra dari Tergugat kepada
Penggugat, disertai dengan kewajiban finansial sebagaimana telah diputuskan.
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